
 
 

KEPALA DESA SAGULING 

 
RANCANGAN PERATURAN DESA 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

 
 

TENTANG 
 

KEWENANGAN YANG DITUGASKAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA SAGULING, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (5) Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan 

Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tentang 

Kewenangan yang Ditugaskan mengenai Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan;  



 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan, dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 



2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

16. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Tahun 2019 – 2025 yang sebagaimana telah diubah 

dalam Peraturan Desa Saguling Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Tahun 2020-2027; 

17. Peraturan Desa Saguling Nomor 17 Tahun 2020 

tentang  Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING 

dan 

KEPALA DESA SAGULING 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN YANG 

DITUGASKAN 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 



5. Wilayah desa adalah wilayah Desa Saguling Kecamatan 

Baregbeg Kabupaten Ciamis. 

6. Petugas adalah seseorang yang ditunjuk atau dipilih 

untuk menduduki posisi tanggung jawab atau 

wewenang, atau seseorang yang melaksanakan suatu 

tugas atau pekerjaan tertentu. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenai pajak. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman. 

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di 

bawah permukaan bumi. 

13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi 

jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, 

atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) 

tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, 

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 

16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-



P2 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan perpajakan daerah. 

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang 

kepada Wajib Pajak. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

Pajak yang masih harus dibayar. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 

jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit pajak. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrative berupa bunga 

dan/atau denda. 

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 

Keberatan. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap  SPPT,  SKPD,  SKPDKB,  

SKPDKBT,  SKPDN,  SKPDLB,  atau terhadap 



pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

26. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang 

telah disita. 

27. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 

dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 

Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi 

utang pajak. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk 

memberikan dasar hukum pengelolaan PBB-P2 bagi 

pemerintah Desa, serta memberikan kepastian hukum 

atas pengelolaan PBB-P2 bagi masyarakat. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

untuk optimalisasi pengelolaan PBB-P2. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

Ruang Peraturan Desa ini meliputi: 

a. objek, subjek dan wajib pajak di Desa Saguling; 

b. pembayaran; 

c. penagihan; 

 

BAB IV 

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK DI DESA SAGULING 

 

Pasal 4 

(1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 



pertambangan yang tercantum dalam Daftar Himpunan 

Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKPP). 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau 

pengurukan. 

(3) Bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan 

bangunan oleh pemerintah. 

 

BAB V 

PEMBAYARAN 

 

Pasal 5 

Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya 

berdasarkan SPPT atau NOP. 

 

Pasal 6 

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

PBB-P2 yang terutang dengan menggunakan SSPD. 

(2) Atas pembayaran atau penyetoran Wajib Pajak menerima 

SSPD atau bukti setoran yang dipersamakan dengan 

SSPD. 

(3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem 

pembayaran berbasis elektronik. 

(4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 

terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

pengiriman SPPT. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor 

tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, 

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan 

menggunakan STPD. 

 

BAB VI 

PENAGIHAN 

 

Pasal 7 

(1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 

merupakan dasar penagihan pajak. 



(2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran 

atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan 

(3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh 

tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 

penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai perpajakan. 

 

Pasal 8 

Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Kepala Desa berwenang 

menunjuk Petugas untuk melaksanakan penagihan melalui 

surat tugas pada tiap tahunnya. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Desa Saguling. 

 

 
Ditetapkan di : Desa Saguling 

Pada tanggal : 31 Desember 2023 
KEPALA DESA SAGULING 

 
 
 

OTONG SUTARMAN 
 

 
Diundangkan di  Desa Saguling 

Pada tanggal : 31 Desember 20232015 
SEKRETARIS DESA SAGULING 
 

 
 

DESY KRISDIANTY, ST. 
LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2023 NOMOR 18 


